
KEWAJIBAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

UMUM

Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat

dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan

umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang

diperlukan.

Kebijakan akuntansi ini mengatur:

Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari

Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.

Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber

daya ekonomi pemerintah daerah. 

Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur. 

Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur. 

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal

pelaporan. 

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 

Utang Kepada Pihak Ketiga (Account Payable) adalah utang pemerintah daerah yang timbul dari kontrak atau perolehan

barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. 

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang

atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan

belum dilakukan pembayaran. 
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Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus

diserahkan kepada pihak lain. 

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan

tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. 

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera

pada lembar surat utang pemerintah. 

Kewajiban Jangka Panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan

sejak tanggal pelaporan. 

Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.

KLASIFIKASI KEWAJIBAN

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu :

Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar(jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan

setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancer. Beberapa kewajiban jangka pendek

seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancer pada

tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari :

Utang Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)

Utang Bunga

Utang Pinjaman Jangka Pendek

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pendapatan diterima dimuka

Utang belanja

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), antara lain terdiri dari :

Utang Taspen

Utang Iuran Jaminan Kesehatan

Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

Utang Iuran Jaminan Kematian

Utang PPh Pusat

Utang PPN Pusat

Utang Taperum

Utang Iuran Wajib Pegawai

Utang Bunga antara lain terdiri dari :

Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat

Utang Bunga Kepada Pemerintah Daerah Lain

Utang Bunga Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Utang Bunga Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Utang Bunga Kepada Masyarakat

Utang Bunga Melalui BLUD

Utang Pinjaman Jangka Pendek terdiri dari:

Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah

Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
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Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Utang Pinjaman dari BLUD

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang terdiri dari:

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD

Nilai yang dicantumkan dalam Laporan keuangan untuk bagian lancer utang jangka Panjang adalah jumlah yang akan jatuh

tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka

Panjang adalah jumlah bagian utang jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas)

bulan setelah tanggal pelaporan. 

Pendapatan diterima dimuka terdiri dari :

Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III

Uang Muka penjualan Produk Pemda dari Pihak III

Uang Muka lelang Penjualan Aset Daerah

Pendapatan diterima dimuka -Belanja Sewa

Utang Belanja terdiri dari :

Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Bunga

Utang Belanja Subsidi

Utang Belanja Hibah

Utang Belanja Modal

Utang Belanja Tidak Terduga

Utang Belanja Bagi Hasil

Utang Belanja Bantuan Keuangan

Utang Belanja Modal Aset lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya terdiri dari :

Utang Kelebihan Pembayaran PAD

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Kewajiban Jangka Panjang

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka Panjang jika diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih

dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka Panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menutup

defisit anggarannya.

Kewajiban jangka Panjang terdiri dari :

Utang Kepada Pemerintah Pusat

Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Utang Kepada Masyarakat

PENGAKUAN

Kewajiban  diakui  jika  besar  kemungkinan  bahwa  pengeluaran  sumber  daya  ekonomi  akan  dilakukan  untuk  menyelesaikan

kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat

diukur dengan andal.
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Kewajiban dapat timbul dari:

Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)

Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum

lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan

Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-relatedevents)

Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

Kewajiban  diakui  pada  saat  dana  pinjaman diterima oleh  pemerintah  daerah  atau  dikeluarkan  oleh  kreditur  sesuai  dengan

kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara

pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya

uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran

dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi

dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga

diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12

bulan setelah tanggal  neraca pada setiap akhir  periode akuntansi,  kecuali  bagian lancar hutang jangka panjang yang akan

didanai  kembali.  Termasuk  dalam  Bagian  Lancar  Hutang  Jangka  Panjang  adalah  utang  jangka  panjang  yang  persyaratan

tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa

oleh pemerintah daerah. Pada saat penerimaan kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan sebelum tanggal 15

bulan yang bersangkutan, penerimaan tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan pada bulan yang bersangkutan, sedangkan

pada saat penerimaan kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan setelah tanggal 15 bulan yang bersangkutan,

penerimaan tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan pada bulan berikutnya.

Utang Belanja, diakui pada saat:

Belanja secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait

penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang  jangka  pendek  lainnya  diakui  pada  saat  terdapat/timbulnya  klaim  kepada  pemerintah  daerah  namun  belum  ada

pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :

barang yang dibeli sudah diterima, atau

jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau

sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan

pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang

harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

Utang Transfer DBH yang terjadi  akibat realisasi  penerimaan melebihi  proyeksi  penerimaan diakui pada saat jumlah definitif

diketahui. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

PENGUKURAN

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada

laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
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Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah

harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud

dapat berasal  dari  utang pemerintah baik dari  dalam maupun luar negeri.  Utang bunga atas utang pemerintah yang belum

dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo

dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain

sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

Utang Belanja merupakan belanja yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai

dengan tanggal neraca.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban

lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-

masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai

dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh

lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Penilaian Kewajiban

Penilaian utang pemerintah daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk :

Utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan (Non-traded Debt)

Utang pemerintah daerah yang diperjualbelikan (traded debt)

Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (Non-traded Debt)

Contoh dari  utang pemerintah daerah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral ,  multilateral,  dan lembaga

keuangan internasional  seperti  IMF, World Bank,  ADB dan lainnya.  Bentuk hukum dari  pinjaman ini  biasanya dalam bentuk

perjanjian pinjaman (loan management).

Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat mengacu pada skedul pembayaran (payment schedule) yang

menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan

satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah menggunakan prinsip yang sama dengan

tarif  bunga tetap,  kecuali  tarif  bunganya diestimasikan secara wajar  berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi  atas

instrumen keuangan yang ada.

Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan (Traded Debt)

Akuntansi  untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi  jumlah sisa

kewajiban dari pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan

penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan

ke pemegangnya, dan penilaian pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah.

Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (government debt securities)

yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.

Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau

premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium

harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan

dan jatuh tempo, sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.

Sekuritas utang pemerintah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN)

baik  dalam  bentuk  Surat  Perbendaharaan  Negara  maupun  Obligasi  Negara,  harus  dinilai  berdasarkan  nilai  yang  harus

dibayarkan pada saat jatuh tempo bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah

yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi

atas diskonto atau premium yang ada.

Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

• 
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PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO

Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (call feature) oleh

penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka

selisih antara harga perolehan kembali dan nila tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan

pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carrying 19 value) maka penyelesaian kewajiban sebelum

jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang

berhubungan.

TUNGGAKAN

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan

atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah

pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal

pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (face) laporan

keuangan.  Namun informasi  tunggakan pemerintah  menjadi  salah  satu  informasi  yang menarik  perhatian  pembaca laporan

keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas.

Untuk keperluan tersebut,  informasi  tunggakan harus diungkapkan di  dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk

Daftar Umur Utang.

RESTRUKTURISASI UTANG

Dalam  restrukturisasi  utang  melalui  modifikasi  persyaratan  utang,  debitur  harus  mencatat  dampak  restrukturisasi  secara

prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali

jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi

restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban

yang terkait.

Restrukturisasi dapat berupa:

Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau

Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada.

Penjadwalan utang dapat berbentuk: 

Perubahan jadwal pembayaran

Penambahan masa tenggang, atau

Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal

setiap periode antara saat restrukturisasi  sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif  yang baru adalah sebesar

tingkat  diskonto  yang  dapat  menyamakan  nilai  tunai  jumlah  pembayaran  kas  masa  depan  sebagaimana  ditetapkan  dalam

persyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat

menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapka dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk

bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah

yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut

harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran

kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

• 

• 

◦ 

◦ 

◦ 

LAMPIRAN XIV - KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN | KABUPATEN MAHAKAM ULU Halaman 6 dari 8



Jumlah bunga atau  pokok  utang menurut  persyaratan  baru  dapat  merupakan kontinjen,  tergantung peristiwa atau  keadaan

tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai

tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada

akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang

seringkali harus diestimasi.

PENGHAPUSAN UTANG

Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur

dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai

utang di bawah nilai tercatatnya.

Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan

pada paragraf 71 berlaku.

Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas

sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 71,

serta  mengungkapkan  pada  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  sebagai  bagian  dari  pos  kewajiban  dan  aset  nonkas  yang

berhubungan.

Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat

restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto,

biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan

Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

Penilaian kembali aset pada paragraf 78 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada

kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan

peminjaman dana. Biaya biaya dimaksud meliputi:

Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;

Commitment fee atas dana pinjaman yang belum ditarik;

Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,

Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya.

Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas

biaya bunga.

Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan denga perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset)

harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila  bunga  pinjaman  dapat  diatribusikan  secara  langsung  dengan  aset  tertentu,  maka  biaya  pinjaman  tersebut  harus

dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman terebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan

aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 84.

Dalam keadaan tertentu, sulit untuk mengidentifikasikan adanya hubunga langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan

suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi.

Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari sat kegiatan/proyek pemerintah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu

entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk

menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional

(professional judgement) untuk menentukan hal tersebut.

Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus

dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh

aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;

Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;

Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

Perjanjian restrukturisasi utang meliputi: 

Pengurangan pinjaman;

Modifikasi persyaratan utang;

Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

Pengunduran jatuh tempo pinjaman;

Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

Biaya pinjaman: 

Perlakuan biaya pinjaman;

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan

Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

• 

• 

• 

• 

• 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

• 

• 

◦ 

◦ 

◦ 
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